BAB 11
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Landasan Teori
2.1.1 Desa

Berdasarkan dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, desa adalah desa
dan desa adat yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang
diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Menurut Hoesada (2014) dalam Sutrawati (2016) bahwa desa dan desa
adat tugasnya pada dasarnya sama. Perbedaannya hanya pada dalam pelaksanaan
hak asal-usul, terutama yang menyangkut pengaturan dan pelaksanaan
pemerintahan berdasarkan susunan asli , pengaturan, dan pengurusan ulayat atau
wilayah adat, pelestarian nilai sosial budaya desa adat, penyelesaian sengketa adat
berdasarkan hukum adat yang berlaku didesa adat dalam wilayah yang selaras
dengan prinsiphak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara
musyawarah, penyelenggaraan sidang perdamaian peradilandesa adat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan ketentraman dan
ketertiban masyarakatdesa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku didesa adat,
dan pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya

masyarakat desa ada. Selain itu, peraturan desa adat disesuaikan dengan hukum
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adat dan norma adat istiadat yang berlaku didesa adat sepanjang tidak
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Desa berkedudukan di wilayah kabupaten/kota. Kewenangan desa meliputi
kewenangan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan
Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat
istiadat desa. Kewenangan desa meliputi:

a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;

b. Kewenangan lokal berskala Desa;

c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan

d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah
Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.2 Pemerintah Desa

Pada dasarnya semua desa memiliki pemerintahannya sendiri.
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Pemerintahan desa terdiri atas pemerintah desa (yang meliputi kepala
desa dan perangkat desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Undang-
Undang nomor 6 tahun 2014: 9).

Sesuai penjelasan UU No.6 Tahun 2014, kepala desa atau yang disebut

dengan nama lain merupakan kepala pemerintahan desa yang memimpin
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penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa yang disebut nama lain
memiliki peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara
yang dekat dengan masyarakat desa dan sebagai pemimpin masyarakat desa.
Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa yang meliputi
sekretaris desa dan perangkat desa lainnya (Sutrawati 2016)

Berdasarkan peraturan pemerintah No. 113 Tahun 2014 menyebutkan
Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat pada sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia(NKRI).

2.1.3 Perangkat Desa

Menurut Azhar (2017) Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa

dibantu oleh perangkat desa. Perangkat Desa terdiri atas.

a. Sekretariat Desa

Sekretariat desa dipimpin oleh sekretaris desa dibantu oleh unsur staf sekretariat
yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
sekretaris desa dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh kepala urusan. Kepala
urusan mempunyai tugas untuk membantu sekretaris desa dalam bidang urusan
yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai pasal 62 PP Nomor 43 Tahun 2014
dinyatakan bahwa sekretaris desa dibantu paling banyak terdiri dari 3 (tiga)
bidang urusan. Secara umum, kepala urusan keuangan merangkap sebagai
bendahara desa sedangkan kepala urusan umum merangkap sebagai pengurus
kekayaan milik desa.

b. Pelaksana Wilayah
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Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan
tugas kewilayahan. Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional
antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan desa.
c. Pelaksana Teknis
Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas
operasional pelaksana teknis sesuai PP Nomor 43 Tahun 2014 pasal 64.
2.1.4 Peran Perangkat Desa

Perangkat desa sebagai salah satu unsur pelaku desa memiliki peran
penting tersendiri dalam mengembangkan kemajuan bangsa melalui desa.
Perangkat desa merupakan bagian dari unsur pemerintah desa yang terdiri dari
sekretaris desa dan perangkat desa lainnya yang merupakan aparatur desa dibawah
naungan kepala desa (Gunawan, 2013). Perangkat desa yang dimaksud biasanya
jumlah dan sebutannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya
masyarakat setempat yang biasa dikenal dengan sebutan kepala urusan (KAUR),
kepala seksi (KASI), dan unsur kewilayahan atau kepala dusun (KADUS) yang
ada di setiap pemerintahan desa. Perangkat desa dituntut dapat mengelola dan
mengembangkan masyarakat dan segala sumber daya yang kita miliki secara baik

(Good Governance) yang Dbercirikan demokratis juga desentralistis.
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2.1.5 Konsep Dana Desa

Berdasarkan PP No. 60 tahun 2014, dana desa adalah dana yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan
bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan
pemberdayaan masyarakat. PP No. 60 Tahun 2014 ini kemudian direvisi kembali
melalui PP No. 22 Tahun 2015. Substansi yang dirubah dalam PP No. 60 Tahun
2014 ke PP No. 22 Tahun 2015 adalah pada formula alokasi atau pembagian dana
desa dari pusat ke kabupaten dan dari kabupaten ke desa.

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa
yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar
kembali oleh desa. Dalam pasal 72 Undang-Undang Desa, Pendapatan desa terdiri
dari:

a. Pendapatan Asli Desa;

b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa);

c. Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota;
d. Alokasi Dana Desa;

e. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota;
f. Hibah dan Sumbangan yang Tidak Mengikat dari Pihak Ketiga;

g. Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah.
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Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang
merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan
diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam
rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Belanja desa terdiri dari:

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan

e. Bidang Belanja Tak Terduga.

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali
atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa
terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan yang
diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis:

a. Penerimaan pembiayaan, terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
(SiLPA) tahun sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan, dan Hasil
Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan.

b. Pengeluaran pembiayaan, terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan dan

Penyertaan modal desa.

Permendagri No.113 Tahun 2014 pasal 3 menyebutkan bahwa Kepala
Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili

Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
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Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa,
mempunyai kewenangan:
a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
b. Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD);
c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa;
e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban

APBDesa.

APBDesa merupakan pertanggungjawaban dari pemegang manajemen
desa untuk memberikan informasi tentang segala aktifitas dan kegiatan desa
kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan
berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa (Sujarweni,
2015). Dengan kata lain bahwa APBDesa merupakan suatu informasi tentang
rincian segala aktivitas dan kegiatan desa serta rencana-rencana program yang
dibiayai dengan uang desa. Laporan keuangan menurut Permendagri No0.113
Tahun 2014 yang wajib dilaporkan oleh pemerintah desa, terdiri dari:

a. Anggaran
b. Buku kas
c. Buku pajak
d. Buku bank

e. Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
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UU Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaanya telah
mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola
pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di
dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Oleh karena itu
pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata
pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan
desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan
ketentuan.

2.1.6 Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, yang dimaksud dengan
keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan
uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan
pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaannya merupakan keseluruhan
kegiatan yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan
pertanggungjawaban keuangan desa.

Sifat pengelolaan keuangan desa ada tiga yaitu partisipatif, transparan, dan
akuntabel. Partisipatif berarti melibatkan berbagai pihak dalam pengelolaan
keuangan desa (bottom up), transparan berarti terbuka dalam pengelolaan, tidak
ada yang dirahasiakan, dan akuntabel berarti dapat dipertanggungjawabkan secara
formal maupun meteril (Effrianto, 2016: 5). Adapun urutan dari pengelolaan

keuangan desa dapat digambarkan pada bagan berikut ini.
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Gambar 2.1 Urutan Pengelolaan Keuangan Desa
Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban
keuangan desa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 pasal 20, 24,35, 37, dan 44 tentang pengelolaan

keuangan desa.

2.1.6.1 Perencanaan

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan
kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan
kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan
kosistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan
(Sujarweni, 2015 : 18).

Mekanisme perencanaan menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 adalah

sebagai berikut:
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1. Sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa
berdasarkan RKPDesa. Kemudian Sekretaris Desa menyampaikan kepada Kepala

Desa.

2. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada

Badan Permusyawaratan Desa untuk pembahasan lebih lanjut.

3. Rancangan tersebut kemudian disepakati bersama, dan kesepakatan tersebut

paling lama bulan oktober tahun berjalan.

4. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama,
kemudian disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat
atau sebutan lain paling lambat tiga hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
Bupati/Walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa

tentang APBDesa kepada Camat atau Sebutan Lain.

5. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama
20 hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Jika
dalam waktu 20 hari kerja Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi maka

peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

6. Jika kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung

sejak diterimanya hasil evaluasi.

7. Apabila Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa

tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan
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perundang-undangan yang lebih tinggi, maka kepala desa melakukan
penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil

evaluasi.

8. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa
tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi peraturan
Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan

Bupati/Walikota.

9. Pembatalan Peraturan Desa, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa
tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal pembatalan, Kepala Desa hanya dapat

melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.

10. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lama 7 hari
kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut
Peraturan Desa dimaksud.

Gambar 2.2 Tahapan Perencanaan
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[ Tahap Perencanaan ]
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v
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¥

I Membahas Bersama BPD |

+

Raperdes APBdesa Raperdes APBDesa

Hasil Evaluasi Hasil Evaluasi

‘ Perbaikan ‘

v

Sumber: Permendagri No 113 Tahun 2014

2.1.6.2 Pelaksanaan
Dalam pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya

timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan
pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan
melalui rekening kas desa. Jika yang belum memiliki pelayanan perbankan di
wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah
Kabupaten/Kota.Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh
bukti yang lengkap dan sah (Sujarweni, 2015:19).
Beberapa aturan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa:

1. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa

selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
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Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu
dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam peraturan
Bupati/Walikota.

Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada APBDesa tidak dapat
dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa
ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat
mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan
Kepala Desa.

Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat Rincian
Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa

Pengadaan kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksanakan
kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran
Biaya.

Rencana Anggaran Biaya diverifikasi oleh sekretaris Desa dan disahkan
oleh Kepala Desa.

Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang
menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan
mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan desa.

Pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

kepada Kepala Desa. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak boleh
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dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima. Pengajuan SPP trdiri
atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Pernyataan tanggungjawab
belanja; dan lampiran bukti transaksi.
11. Berdasarkan SPP yang diverifikasi Sekretaris Kepala Desa kemudian
Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara
melakukan pembayaran.
12. Pembayaran yang telah dilakukan akan dicatat bendahara.
13. Bendahara desa sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak
lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang
dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
2.1.6.3 Penatausahaan

Penatausahaan merupakan kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan
oleh bendahara desa. Media penatausahaan berupa buku kas umum, buku pajak,
buku bank serta setiap bulan membuat laporan pertanggungjawaban bendahara.
Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus
menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum
dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa.

Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk
menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar, dan
mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes
(Hamzah, 2015 : 35). Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang

melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan



26

setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
Menurut Permendangri No 113 Tahun 2014 laporan pertanggungjawaban yang
wajib dibuat oleh bendahara desa adalah:

1. Buku Kas Umum

Buku Kas Umum pada umumnya digunakan untuk mencatat berbagai aktifitas
yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun
kredit, digunakan juga untuk mencatat mutasi perbankan atau kesalahan dalam
pembukuan. Buku kas umum juga dapat dikatakan sebagai sumber dokumen
transaksi.

2. Buku Kas Pembantu Pajak

Buku pajak biasanya digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka
penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.

3. Buku Bank

Buku bank digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka

penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.

2.1.6.4 Pelaporan

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 dalam melaksanakan tugas,
kewenangan, hak dan kewajiban, kepala desa yaitu wajib:
1. Menyampaikan laporan realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota yang

berupa:

a. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa, disampaikan

paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
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b. Laporan semester akhir tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan

januari tahun berikutnya.

2. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap

akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota.

3. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa

jabatan kepada Bupati/Walikota.

4. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara

tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.

2.1.6.5 Pertanggungjawaban
Permendagri No 113 Tahun 2014 pertanggungjawaban terdiri dari:

1. Kepala desa dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi
pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota terlebih dahulu melalui
camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban
pelaksanaan realisasi pelaksanaan APBDesa yaitu terdiri dari pendapatan,
belanja, dan pembiayaan. Laporan ini ditetapkan pada peraturan desa dan
dilampiri ssebagai berikut:

a. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa
Tahun anggaran berkenaan.

b. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran

berkenaan.
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c. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk

ke Desa.

2. Laporan

pertanggungjawaban

realisasi

pelaksanaan

APBDesa

sebagaimana dimaksud diatas, disampaiakan paling lambat 1 (satu) bulan

setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Bahan referensi penelitian ini berdasarkan adanya penelitian-penelitian

terdahulu. Adapun beberapa peneliti yang dijadikan referensi disajikan dalam

Tabel berikut ini:

Tabel.1 Penelitian Terdahulu

N | Peneliti Judul Penelitian Alat Analisis Informan | Hasil Penelitian
0
1. | Komang, | MEMBEDAH a.indepth Perangkat | Proses
dkk AKUNTABILIT | interview desa akuntabilitas
(2014) AS PRAKTIK b.Observasi terutama | pengelolaan
PENGELOLAAN | dan dalam keuangan Desa
KEUANGAN dokumentasi bidang Pakraman
DESA keuangan | Kubutambahan
PAKRAMAN telah berlangsung
KUBUTAMBAH secara konsisten
AN, setiap bulan dengan
KECAMATAN menggunakan
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KUBUTAMBAH
AN,
KABUPATEN
BULELENG,

PROVINSI BALI

sistem akuntansi
sederhana. Laporan
keuangan telah
dibuat konsisten
setiap bulan dengan
sistem tiga kolom,
yaitu uraian
(penjelasan terkait
dengan jenis
transasksi), debet
(penerimaan),
kredit
(pengeluaran) dan
saldo. Proses
pengelolaan
keuangan Desa
Pakraman
Kubutambahan
juga telah
memenubhi prinsip-
prinsip pengelolaan
yang

baik serta prinsip-
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prinsip

akuntabilitas

publik.
Indrianasa | PERAN In-depth seluruh Kesimpulan dalam
ri (2017) PERANGKAT interview, perangkat | penelitian ini
DESA DALAM Observasi  dan | desa yang | berdasarkan hasil
AKUNTANBILI | Studi berjumlah | dan pembahasan
TAS Dokumentasi 10 adalah
PENGELOLAAN orang, perangkat desa
KEUANGAN terdiri dari | cukup berperan
DESA (STUDI kepala dalam
PADA DESA desa, pengelolaan
KARANGSARI kepala keuangan desa dan
KECAMATAN urusan 4 | secara
SUKODONO). orang, keseluruhan
kepala pelaksanaan
dusun 5 | pengelolaan
orang. keuangan desa
sesuai dengan
Permendagri
No. 113 Tahun
2014.
Liliana PENGELOLAAN | purpossive kepala APBN merupakan
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(2017) KEUANGAN sampling, desa, sumber
DANA DESA wawancara sekretaris | pembiayaan
desa, bagi dana desa
kepala yang ditujukan
urusan, untuk desa
bendahara | yang dapat
desa, dan | ditransfer melalui
aparat APBD kabupaten
desa atau kota dan
lainnya dipergunakan
pelaksana | dalam
kegiatan melakukan
desa. pendanaan bagi
penyelenggaraan
pemerintahan,
pelaksanaan
pembangunan,
serta pembinaan
dan pemberdayaan
masyarakat.
Nafidah AKUNTABILIT | observasi kepala Akuntabilitas
Nasehatun | AS desa, sebagai
,dkk PENGELOLAAN sekretaris | pertanggungjawabk
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(2017)

KEUANGAN

DESA DI

KABUPATEN

JOMBANG

desa,
kepala
urusan,
bendahara

desa

an pengelolaan
sumber daya serta
pelaksanaan
kebijakan yang
dipercayakan
kepada entitas
pelaporan  dalam
mencapai  tujuan
yang telah
ditetapkan  secara

periodik dalam

pengelolaan
keuangan desa
yang meliputi:
perencanaan,

pelaksanaan,
penatausahaan,
pelaporan,
pertanggung-
jawaban
pengelolaan
keuangan desa.

Dengan cara
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mengkomparatifka

n  kesesuaiannya

dengan  Peraturan
Menteri Dalam
Negeri

(Permendagri)
Nomor 113 Tahun
2014 Tentang
Pengelolaan

Keuangan Desa

serta

Bupati

Peraturan

(Perbup)

Nomor 33 Tahun

2015

Tentang

Pengelolaan

Keuangan Desa.

Setiana
Dwi, dkk

(2018)

PENGARUH

PEMAHAMAN

DAN PERAN

PERANGKAT

DESA

TERHADAP

AKUNTABILIT

Kuesioner,
purposive

sampling.

dan

Perangkat
desa yang
terdiri dari
kepala
desa,
sekretaris

desa,

1. Hasil Adjusted R
Square
menunjukkan
bahwa variabel
Peran Perangkat

Desa dan
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AS

PENGELOLAAN

DANA DESA

kepala
urusan
keuangan,
kepala
urusan
umum,
kasi
pemerinta
han, kasi
Kesra, dan
kepala

dusun.

Pemahaman
Perangkat Desa
dalam menjelaskan
Akuntabilitas
Pengelolaan Dana
Desa sebesar
44,8% sedangkan
sisanya 55,2%
dipengaruhi oleh
variabel atau faktor
lain yang tidak
diteliti atau diluar
model regresi
penelitian ini.

2. Hasil uji statistik
F menunjukkan
bahwa F hitung
lebih besar dari F
tabel yang artinya
model yang
digunakan sudah

bagus.
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3. Hasil uji t
menunjukkan
bahwa Peran
Perangkat
Desaberpengaruh
positif terhadap
Akuntabilitas
Pengelolaan Dana
Desa, dan
Pemahaman
Perangkat Desa
tidak berpengaruh
positif terhadap
Akuntabilitas
Pengelolaan Dana

Desa.
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2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis

/Permendagri No. 113\
tahun 2014: / \

Perencanaan Implementasi peran
Perangkat Desa dalam
Pelaksanaan Pengelolaan
Penatausahaan Keuangan Desa di
Desa Cepogo

Pelaporan \ /
Qertanggungjawaban /

Analisis

[ Hasil Penelitian ]

Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran Teori

Kerangka pemikiran teoritis dari penelitian ini diawali dari adanya
peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 113 tahun 2014 tentang tahap
pengelolaaan keuangan desa vyaitu tahap perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Kemudian adanya
implementasi peran perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa di Desa
Cepogo, lalu dari peraturan tersebut dan dari penerapan peran perangkat desa
dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Cepogo secara bersama dianalisis

untuk menemukan hasil penelitian apakah di Desa Cepogo Peran Perangkat Desa
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dalam Pengelolaan Keuangan Desa sudah sesuai berdasarkan petunjuk teknis

yang telah ditetapkan oleh Permendagri.



